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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR () TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR b
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN MEMBUAT DAN

Menimbang

Mengingat

USAHA TAMBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan, usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan
ditambak atau dikolam di atas tanah yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan telah
menjadi hak tertentu dari yang Dbersangkutan, tidak
dikenakan pungutan atas hasil perikanan;

. bahwa berdasarkan Pasal 36 Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004
tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Tkan, untuk
Izin Usaha Budidaya Perikanan hanya berlaku selama -
perusahaan yang Dbersangkutan masih melakukan
kegiatan usaha budidaya perikanan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas serta
berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor
188.34/3387/5], tgl 7 September 2011 perihal Klarifikasi
Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
membuat dan Usaha Tambak harus dihentikan

. pelaksanaannya dan dicabut.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten .
Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
. Penyelenggaraan Negara®yang' Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran.

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelola dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomar 31 Tahun 2004 tentang.
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4023);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Talhun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4230),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan-

Daerah;

15, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor .
KEP.02/ MEN/ 2004 tentang Perizinan Usaha

Pembudidayaan Ikan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun |

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MENETAPKAN

dan :

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN
MEMBUAT DAN USAHA TAMBAK
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Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Membuat dan Usaha Tambak (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2002
Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal

Plt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPAT],

TR T T —————

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

W i

RAHMAT SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 NOMOR



